
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

1. Efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim 

desa di Kecamatan Limboto Barat (5 Desa) bahwa kepala desa belum 

efektiv dalam menjalankan kewajibannya, sehingganya kepala desa harus 

lebih jeli dalam mengatasi dan menangani permasalahan-permasalahan 

dalam masyarakat. Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu 

unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengingat tugas, 

kedudukan, dan fungsinya BPD memiliki peran penting dalam menciptakan 

pemerintahan desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala 

desa sebagai hakim desa di Kecamatan Limboto Barat (5 Desa) ada 3 faktor, 

yaitu adanya penundaan musyawarah karena ketidakhadiran salah satu 

pihak yang berperkara, masyarakat awam terhadap hukum dan pihak 

keluarga korban malu untuk diselesaikan melalui kepala desa (kantor desa) 

karena merupakan aib keluarga, sehingganya diselesaikan dalam satu 

keluarga atau satu marga. 

 



5.2 SARAN 

Menarik dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga pada kesimpulan 

yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Fungsi kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan 

perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa seharusnya lebih diperkuat. Sebab ketentuan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak 

menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk 

putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala 

desa. Oleh karena itu, kedepan perlu diperjelas secara eksplisit (tegas) baik 

melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau 

melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang 

jelas dalam implementasi dimasyarakat desa sekaligus untuk 

mendayagunakan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan 

guna memperluas access to justice (akses memperoleh keadilan) dan 

mengurangi beban peradilan Negara. 

2. Kepala desa selaku hakim desa harusnya lebih mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menghambat sedini mungkin supaya potensi kendala yang 

dihadapi itu bisa langsung di hadapi untuk menyelesaikan suatu perkara 

terkait dengan perkara tipiring. 



3. Masyarakat harusnya sadar akan hukum, harus mengetahui bagaimana cara-

cara menyelesaikan masalah malalui kantor desa, harus koordinasi antara 

aparat desa dan tidak bisa main hakim sendiri apabila terjadi perkara. 
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